BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.45, 2010 Kementerian Keuangan. Fadlitas Perpgakan.
Kepabeanan. Energi Terbarukan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21/PMK.011/2010
TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK
KEGIATAN PEMANFAATAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a bahwa dalam rangka untuk mengurangi ketergantungan
terhadap penggunaan energi tidak terbarukan dan untuk
menjamin tersedianya pasokan energi yang berkelanjutan,
perlu mendukung pemanfaatan sumber energi terbarukan;

b. bahwa dalam rangka menarik investasi dan meningkatkan
daya saing di bidang pemanfaatan sumber energi terbarukan
perlu memberikan fasilitas perpajakan dan kepabeanan bagi
pengusaha yang bergerak di bidang usaha pemanfaatan
sumber energi terbarukan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Peraturan Menteri  Keuangan  tentang
Pemberian Fasilitas Perpgakan dan Kepabeanan Untuk
Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpgakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pgak

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4893);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pgak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pagjak Penjuaan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5075);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor

dan atau Penyerahan Barang Kena Pgjak Tertentu yang
Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pgak
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Pertambahan Nila (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4083) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4726);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas
Pagjak Penghasilan Untuk Penanaman Moda di Bidang-
Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);

8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN  TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN
KEPABEANAN UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN
SUMBER ENERGI TERBARUKAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pgak Penghasilan yang selanjutnya disingkat dengan PPh adalah Pgak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pgak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

2. Pgak Pertambahan Nila yang selanjutnya disingkat dengan PPN adalah
Pajak Pertambahan Nila sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pgak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pagjak Penjualan atas Barang Mewah sebagamana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
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3. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang K epabeanan sebagamana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang dikenakan terhadap barang yang
diimpor.

4. Sumber Energi Terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari
sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antaralain
panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta
gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

5. Energi Terbarukan adalah energi yang berasal dari Sumber Energi
Terbarukan.

BAB lI
FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN
Pasal 2

Untuk kegiatan pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan dapat diberikan
fasilitas perpg akan dan kepabeanan berupa:

a. fasilitas PPh;
b. fasilitas PPN;
c. fasilitas BeaMasuk;
d. fasilitas pgak ditanggung Pemerintah.

BAB |11

FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

Pasal 3

(1) Fasilitas PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

a. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-
masing sebesar 5% (lima persen) pertahun;

b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut :
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